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'Ptmgwtan ..;. .............- Dari Haiaman. l
ada pelanggaran asas kepatuta,n,"
kata Ketua Tim Senior BPK
Sunrbar, Yunaldi, kepada Halucut,

Kamis (8/1 l).
Penrprov Sumbar. sebtttnya.

melalui Dinas Pengelolgan Keua-

ngan Daerah (DPKD) yang saat ini
telah berubah menjadi Badan
Keuangan Direrah (Bakeuda) Sum-

bari telah memungut insentif atau

upah pungut PBB-KB sebesar
Rp6.208.833.668 dan Pajak Ro-
kok sebesar Rp5.259.33 1.078.
Temuan tersebut kemudian diuYa-

takan sebagai pemborosan, keua-

ngan daerah.
"Terkait permasalahan ini,

kami sudah ajukan ke pemerintah
pusat sebagai bahan PendaPat
dari BPK. Laporannya sudah
dherima. tetLrpi sampai saat ini
behrrn ada penjelasan dari pusat."

kata Yunaldi lagi.
Telkait insentil senilai RP I L4

rniliar yitne telrrh terlanjur dipu-
ngut telsebllt, Yunaldi memang
menyebutkan belum ada-aturan
jelas yang menluxI tata cala
lrengernbalianrryr. Tetnurn datt

nrasalah serupa juga Pernah ter-
jadi di bebelapa daer-ah lain.

Yunaldi menatnbahkan, da-
1am persoaian ini, BPK hanYa

dapat membelikan rekomendasi
agar ke depan tidak terjadi lagi
pemungutan yang melanggar asas

kepatr-ltan. Sedxngkan untuk
tnsentil yang telah terpungllt.

dinyatakan sebagai pemborosan
keuangan daerah.

"Pernah satu kali Mendagri
bilang, bahwa dana itu memang

dapatjadi hak daerah, yang trerasal

dari pajak daerah, tetapi tidakjelas
juga bagaimana mekanismenYa
sehingga kami pun bingung mau

melakukan tindakan apa. Di satu

sisi, tindakan inr jelas bertentangan

dengan undang-undang. Di sisi
Iain ada pernyatarn Mendagri
seperti itu. Serba salah jadinya,"

ucap Yunaldi lagi.

SudahDihentikan
Sementara itu, Kepala DPKD

Sumbar, Zaenuddin membenar-
kan bahwa pihaknya memang
menarik upah pungut PBB-KB
dan Pajak Rokok pada 201.6.

Namun, ia menyebutkan bahwa
pemungutan tersebut telah sesuai

dengan UU Pajak Daerah dan PP:
Nornor 69 Ta-hun 2010 tentfif,'
Tata Cam Pemberian dan PemarF'
faatan Insentif'Pemungutan Paj ak
Daelah dan Retlibusi Dactah.

"Menurut dila peraturan ter-
sebut, Pemprov melalui DPKD
berhak memungut insentif. Akan
tetapi; nienutut BPK, hal ini tidak
sesuai dengan asas kePatutan,
sehingga pada tahun-tahun beri-
kutnya kami tidak boleh lagi
memungut insentif itu. sampai
sekarang'kami memang tidak lagi
menerima upah Pungut itu, baik

dari PBB-KB mau pun Pajak Ro-
kok," kata Zaenuddin.

Di sisi lain, Anggota Badan
Anggaran DPRD Sumbar, Albert
Hendra Lukman, sepakat dengan

BPK bahwa menang tak semes-

tinya Pemprov Sumbar menda-
patkan insentif dari Pekerjaan
yang tidak pernah dilakukan.
Namun, temuan BPK RPll,4
rniliar tetap harus ditindaklanjuti
oleh Pemerintah Provinsi (Pem-

prov) Sumbar.'
"Logikanya, jika memang

tidak dipungut Pelnprov Sumbal
maka insentifnya juga tidak boleh

diambil. Jadi, jika ada temuan
BPK terkait persoalan ini, tindak
lanjutnya harus dilakukan Pem-

prov S;rmbar sesuai catatan BPK.
Setiap temuan itu kan diiringi
catatan. Jika dalam catatan BPK
diminta mengembalikan, ya harus

dikembalikan. Kalau diminta
untuk tidak dijalankan lagi, Ya

harus dihentikan," kata Albert'
Pada intinya. Ianjut Albert.

pemungutan terhadaP cukal
BBM, rokok, dan lain sebagainYa

langsung dikerjakan, diambil
dan dihitung oleh pemerintah
pusat, yang kemudiar
membagikan dana bagi hasilnYe

ke pemerintah daerah. "SemuanYe

sudah ldngsung'dilakukan olet
pusat, kenapa harus ada insentii
untuk daerah," ucapnya menutup
'(h/mg-danlen)

tan Janggal Rp I 1,4 \4{iar
PK memberil<an rekonrendasi agar
ke depan tidak terjadi.lagi
pemringutan lnng rnelanggar asas
kepatutan. Sedangkan upah
pungut Pajak Bahan Bakar
Rendaraan Bermotor (PBB-KB)

dan Pajak Rokok sebesar Rpri,4 miliar pada 
.

Tahun Anggaran (TA) 2016 yang telah ditarik
Pemprdv Sumbar , diiryatakan sebagai
pemboiosan keualgan-daer4h.

PADANG,I{ALUAN_Badm
Pemerilisa Keuangan(B?K) RI
Wilavdh Smbtr filenilai ?eiri-
prov'sumbar ridak memenuhi
asas kepatutan dalam Pena-
rikan xpah pungut Pajak Bahan
Bakar Kendaraan Bermotor
(PBB-KB) dan Pajak Rokok
sebbsar Rpll,4 miliar pada
Tahun Anggaran (TA) 2016,
Meski penarikan upah telah

dihentikan sesuai rekomendasi meiakukan pendataan, \'ali-
BPIC upah thng relah ditaril dasi, dan pemungutan. PBB-
tersebut.fak bisa Uitembalikm KB yang mel4i;qnalian pro.
kuenabelum d*regulasi yang t.snyu Fettatfifi#atau pihak
milgatuf, swasta selaLu produsen atau

"PBB.KB dan Pajal':Rokok AiasibutorBBM itx. Sementara

memang ditetapkan sebagai Pajak Rokok ymg'memungut-
palatdmah-Narnuh,Ppmfnov nya Dirjen Bea Cukai Oleh
iiriak ada hak untuk"gnenrik karenmya kmi menganggap

u|ah pungul rnt karena Ine-
niong'Uutiun Pemprov yang >>PUNGUTAN hal 07


